BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Menimbang

Mengingat

SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7)
dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 61 1});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun
2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor
7);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 2);

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 19);

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2020 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Selatan
(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor
21);

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 9);

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Kewajiban Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 28).
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian dan Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

2

o

10.
11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelanggara Pemerunrah Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang
selanjutnya disebut DSPMD adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
Bidang Sosial dan Bidang Peberdayaan Masyarakat dan Desa.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten yang
selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
Bidang Keuangan dan Aset.

Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai Perangkat Daerah
yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam
Kabupaten Barito Selatan.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan  kepentingan masyarakat setempat dalam  sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten
Barito Selatan.

Desa adalah Desa di Kabupaten Barito Selatan.

Badan Permusyarawatan Desa yang selanjutnya di singkat BPD
adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintah Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
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Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibuat oleh Badan Permusyarawatan Desa bersama Kepala Desa.
Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang
besarannya minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan
pembangunan  desa, pembinaan  kemasyarakatan  dan
pemberdayaan masyarakat serta belanja tak terduga.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan
nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat
PPKD, adalah Peangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan
keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Tim Pengelola kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim
yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri
dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan
Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Sisa Lebih Perhitungan Angaran yang selanjutnya disebut SILPA
adalah selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening
tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung
seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Tim Pendamping Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat
untuk membantu fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan
Alokasi Dana Desa.

Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati
untuk membantu melakukan Fasilitasi dan Pembinaan
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Surat pertanggungjawaban selanjutnya disebut SPJ adalah bukti
surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi
pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil
realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.

Surat perintah pencairan dana selanjutnya disebut SP2D adalah
surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang
ditunjuk setelah surat permintaan membayar diterima.



5

97. Jaminan Sosial adalah Jaminan Sosial Kesehatan dan Jamiman
Sosial Ketenagakerjaan.

28. Turan jaminan sosial yang selanjutnya disebut iuran adalah
sejumlah uwang yang dibayar secara teratur kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) ADD Merupakan Dana APBD Kabupaten Barito Selatan yang
dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan
Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan
keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat.

(2) ADD diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan :

a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan ;

b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di
tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat ;

c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan ;

d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya
dalam rangka mewujudkan peningkatan kehidupan sosial
kemasyarakatan;

e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;

f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat ; dan

g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong
masyarakat ;

Bagian Keempat
Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 3

(1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan
keuangan Desa.

(2) ADD merupakan pendapatan Desa yang harus dikelola dan
dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBDesa sebagai
penerimaan ataupun dana transfer dari Pemerintah Daerah.

(3) ADD harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan
ekonomis.

(4) Seluruh kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus dapat
dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup

Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. tata cara perhitungan;
b. pengalokasian;



@ om0 Qe

(2)

3)

(1)
(@)

(3)

penggunaan;

penyaluran,

pelaporan dan pertanggungjawaban;
monitoring dan evaluasi;

pembinaan dan pengawasan; dan
sanksi.

BABII

TATA CARA PERHITUNGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam APBD Kabupaten
Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana
Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Dalam hal terdapat perubahan besaran penerimaan dana perimbangan
yang diterima Daerah, pagu anggaran ADD yang telah ditetapkan
dalam APBD dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 6

Bupati menetapkan besaran ADD untuk masing-masing Desa dengan
Peraturan Bupati.
Perhitungan ADD setiap Desa mempertimbangkan:
a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. tunjangan BPD;
c. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
d. tingkat kesulitan geografis Desa, jumlah penduduk Desa, luas

wilayah Desa; dan
Besaran ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihitung berdasarkan:
a. Alokasi Dasar ;
b. Alokasi Afirmasi ;
c. Alokasi Kinerja ; dan
d. Alokasi formula.

Bagian Kedua
Alokasi Dasar

Pasal 7

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Daerah dibagi jumlah Desa.
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Bagian Ketiga
Alokasi Afirmasi

Pasal 8

(1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf
b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan alokasi dasar Daerah dibagi jumlah Desa.

Bagian Keempat
Alokasi Kinerja

Pasal 9

(1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf
c, dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan
keuangan Desa, pengelolaan ADD dan capaian hasil (outcome)
pembangunan Desa.
(2) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh per
seratus);

b. pengelolaan ADD dengan bobot 20% (dua puluh per seratus);

c. capaian keluaran (output) ADD dengan bobot 20% (dua puluh lima
per seratus ); dan

d. capaian hasil (outcome) pembangunan Desa dengan bobot 40%
(emapat puluh per seratus).

Bagian Kelima
Alokasi Formula

Pasal 10

(1) Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa yang
bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai
berikut:

W = [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)| x (ADD
Daerah - AD Daerah)

Keterangan:

W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat

kesulitan geografis Desa.

Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk

Desa Daerah.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa Daerah.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa
Daerah.

rAl
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74 - Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Daerah.

ADD Daerah = pagu Alokasi Dana Desa Daerah. o
Alokasi Dasar ADD = besaran alokasi dasar setiap Desa dikalikan
jumlah Desa

BAB III
PENGALOKASIAN
Pasal 11

(1) Jumlah Desa di Kabupaten Barito Selatan yang akan menerima
Alokasi Dana Desa berjumlah 86 (delapan puluh enam) Desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) ADD untuk Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022
berjumlah Rp. 57.582.452.200 (lima puluh tujuh miliyar lima ratus
delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus
rupiah).

(3) Pengalokasian ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGGUNAAN
Pasal 12

(1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk
membiayai:

penyelenggaraan pemerintahan Desa;

pelaksanaan pembangunan Desa;

pembinaan kemasyarakatan Desa,

pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

(2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat
Desa, lembaga Desa, Operasional BPD, dan Jaminan sosial.

(3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

a0 op

BABV
PENGAJUAN DAN PENYALURAN
Bagian kesatu
Umum
Pasal 13

(1) Penyediaan dana ADD dalam APBD dianggarkan oleh DSPMD.
(2) Rekening Pemerintah Desa dibuka di Bank Rakyat Indonesia Cabang
Buntok.
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(3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Kepada

Bupati melalui Camat selaku penanggungjawab Tim Fasilitasi dan
Pembina Kecamatan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengajuan

Pasal 14

(1) Permohonan pengajuan penyaluran ADD oleh Desa terlebih dahulu

dilakukan proses verifikasi di Tingkat Desa dan Kecamatan.

(2) Proses verifikasi di Tingkat Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
(3) Proses verifikasi di Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim Verifikasi

Kecamatan.

(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
(5) Tim Fasilitasi Kabupaten melakukan validasi dokumen permohonan

penyaluran ADD untuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan diteruskan kepada
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(6) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya menerbitkan SP2D

(1)

(2)

(3)

{4)
()
)

(7)

(1)

untuk menyalurkan ADD ke Rekening Pemerintah Desa yang
bersangkutan.

Pasal 15

Camat wajib melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan
pengajuan penyaluran dan dokumen pertanggungjawaban ADD yang
disampaikan oleh Kepala Desa per tahapan penyaluran.

Camat melalui Tim Pendamping kecamatan melakukan verifikasi
terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran
serta kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti pertanggungjawaban
penggunaan ADD yang disampaikan oleh Kepala Desa.

Verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sesuai tahapan.

Hasil verifikasi selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara hasil
verifikasi dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD.
Kelengkapan dokumen yang diverifikasi disesuaikan dengan
persyaratan per tahapan penyaluran yaitu tahap I, II dan IIIL
Dokumen persyaratan pengajuan penyaluran dibuat secara terpisah
dengan dokumen pertanggungjawaban.

Dalam hal setelah hasil verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan
dokumen persyaratan pengajuan penyaluran dinyatakan belum
lengkap, Dokumen tersebut dikembalikan kepada Kepala Desa untuk
dilengkapi/ dipenuhi.

Pasal 16

Setelah dilakukan verifikasi dan dokumen persyaratan pengajuan

penyaluran dinyatakan lengkap dan sesuai, Camat menyampaikan
rekomendasi beserta dokumen persyaratan pengajuan penyaluran
kepada DSPMD.
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Atas dasar rekomendasi Camat, DSPMD meneliti Validitas dokumen.
Setelah diteliti oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan dinyatakan Valid,
Tim Fasilitasi Kabupaten melalui Bendahara pengeluaran DSPMD
selanjutnya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan
Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah yaitu Kepala BPKAD.

Dalam hal setelah diteliti oleh DSPMD dokumen persyaratan
pengajuan penyaluran dinyatakan tidak valid, maka berkas
permohonan dikembalikan kepada Camat untuk diperbaiki oleh
Kepala Desa.

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah
Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala
BPKAD selaku PPKD menerbitkan SP2D dan Pemindah bukuan
Rekening dari RKUD ke RKD untuk menyalurkan ADD.

Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) BPKAD
memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank yang telah
ditetapkan untuk memindah bukukan dana ke RKD.

Pasal 17

Setelah ADD masuk ke RKD, Pemerintah Desa melakukan penarikan
dana sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang sudah
ditetapkan, dengan dokumen cek yang dibubuhi tanda tangan oleh 2
(dua) orang yakni Kepala Desa Selaku Pengguna Anggaran dan
Bendahara Desa dihadapan petugas Bank.

Setelah Bendahara Desa menerima dana sesuai kebutuhan, pada
hari itu juga langsung diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan dengan
bukti tanda terima sementara untuk kemudian dilaksanakan sesuai
rencana yang tertuang dalam RAB.

Terhadap pembayaran yang telah dilakukan, selanjutnya Bendahara
Desa melakukan pencatatan pengeluaran.

Selain pihak yang disebut pada ayat (2) dan ayat (3), dana Desa yang
sudah ditarik tidak boleh disimpan oleh pihak lain dengan alasan
dan tujuan apapun.

Bagian Ketiga
Tahapan dan Syarat Penyaluran

Pasal 18

Penyaluran ADD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Tahap | sebesar 30% (tiga puluh persen) dimulai pada tahapan
setelah Perdes APBDes selesai di setujui dan sepakati bersama;

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dimulai pada selesai
Pertanggung Jawaban Belanja Tahap I; dan

c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dimulai pada selesai
Pertanggung Jawaban Belanja Tahap 1l.
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Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara bertahap diluar penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan BPD.

Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan
BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan
berdasarkan Daftar Hadir pada bulan sebelumnya.

Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat
Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
melalui rekening pribadi masing-masing Kepala Desa, Perangkat Desa
dan BPD.

Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD membuka rekening pribadi di
Bank yang sudah ditetapkan serta wajib melaporkan dan
menyampaikan daftar data nama dan nomor rekening masing-masing
kepada DSPMD.

Dalam hal terjadi perubahan pada komposisi Perangkat Desa,
Pemerintah Desa dan BPD wajib melaporkan dan menyampaikan data
secara benar, lengkap dan berkala kepada DSPMD.

Pasal 19

Kepala Desa mengajukan permohonan pengajuan penghasilan tetap
dan tunjangan Pemerintah Desa dan BPD kepada Bupati melalui
Camat dengan melampirkan persyaratan :

a. surat permohonan pengajuan penghasilan tetap dan tunjangan
Pemerintah Desa kepada Bupati melalui camat;

b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa
diketahui Camat ( bermaterai Rp.10.000,-);

c. Daftar pengajuan penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah
Desa yang memuat nama, jabatan, jumlah Siltap dan Tunjangan,
nomor rekening masing-masing dan nomor rekening Desa
diketahui Camat; dan

d. Daftar hadir / Absensi Pemerintah Desa setiap bulan;

Camat meneruskan permohonan pengajuan penghasilan tetap dan

tunjangan Pemerintah Desa dan BPD kepada Bupati Barito Selatan

Cg. DSMPD, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

a. surat pengantar dari Camat;

b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa
diketahui Camat ( bermaterai Rp.10.000,-);

c. Daftar pengajuan penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah
Desa yang memuat nama, jabatan, jumlah Siltap dan Tunjangan,
nomor rekening masing-masing dan nomor rekening Desa
diketahui Camat; dan

d. Daftar hadir / Absensi Pemerintah Desa setiap bulan;
Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan

permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Camat dengan
melampirkan persyaratan:

a. surat permohonan penyaluran ADD tahap I Tahun Anggaran
2022 dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;

b. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan tahap III tahun
2021 yang diambil dari aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) dalam bentuk cetak dilampiri photo berwarna
dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

c. lembar pernyataan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan
pengajuan penyaluran Tahap I Tahun 2022;
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lembar pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
dokumen pertanggungjawaban Tahap IIl Tahun 2021;
laporan SiLPA ADD Tahun 2021 (jika memiliki SILPA);

Surat Keputusan Bersama antara BPD dengan Kepala Desa
tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang APBDcs'a
Tahun Anggaran 2022 (dilengkapi Berita Acara dan daftar hadir
rapat) ;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa;
Kelengkapan Dokumen APBDesa berupa print out dari Aplikasi
Sistem Keuangan Desa yang terdiri dari:

1. Peraturan Desa APBDesa;

2. Peraturan Kepala Desa Penjabaran APBDesa;

3. Penjabaran APBDesa;

4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa;

5. Ringkasan APBDes per sumber dana khususnya ADD Tahun

2022; dan

6. RAB;

Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I Tahun 2022;

foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran
terakhir;

surat pernyataan kebenaran laporan SPJ pengunaan ADD Tahap
[II Tahun 2021 dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp
10.000,-);

surat pernyataan kesanggupan dari Kepala Desa untuk mengelola
ADD Tahap I Tahun 2022 diketahui Camat (bermaterai Rp
10.000,-); dan

Berita Acara Posting APBDes Awal yang sudah dilakukan melalui
Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang di tanda tangani oleh
Kepala Desa, Ketua BPD serta diketahui oleh Tim Fasilitasi
Kabupaten.

Camat meneruskan pengajuan penyaluran ADD Tahap [ kepada
Bupati melalui DSPMD, dengan kelengkapan dokumen sebagai

berikut:

a. surat pengantar dari Kecamatan;

b. rekomendasi Camat;

c. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan tahap III tahun
2021 vyang diambil dari aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) dalam bentuk cetak dilampiri photo berwarna
dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

d. laporan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pendamping
Kecamatan pelaksanaan ADD Tahun 2021;

e. laporan SiLPA ADD Tahun 2021 (jika memiliki SiLPA);

f. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan
pengajuan penyaluran ADD Tahap I Tahun 2022;

g. lembar pengesahan SPJ (dibuat oleh Kepala Desa diketahui
Camat);

h.

surat pernyataan kebenaran laporan SPJ pengunaan ADD tahap

Tahap III Tahun 2021 dari Kepala Desa diketahui Camat
(bermaterai Rp 10.000,-);

Kelengkapan Dokumen APBDesa berupa print out dari Aplikasi
sistem Keuangan Desa yang terdiri dari:
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Peraturan Desa APBDesa;

Peraturan kepala Desa Penjabaran APBDesa;

Penjabaran APBDesa;

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa;

Ringkasan APBDes per sumber dana khususnya ADD Tahun
2022; dan

6. RAB;

SIS

j.  Rencana Penggunaan Dana tahap I dilampiri RAB;

k. foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran
terakhir;

1.  surat pernyataan kesanggupan dari Kepala Desa untuk mengelola

ADD Tahap I Tahun 2022 diketahui Camat (bermaterai Rp
10.000,-); dan

m. Berita Acara Posting APBDes Awal yang sudah dilakukan melalui
Tim Pembina Tingkat Kabupatenyang di tanda tangani oleh
Kepala Desa, Ketua BPD serta diketahui oleh Tim Fasilitasi
Kabupaten.

DSPMD selanjutnya memeriksa dan melakukan validasi dokumen

dengan memperhatikan sebagai berikut :

a. kesesuaian Realisasi Per Tahapan;

b. kesesuaian Realisasi dan Buku Kas Umum;

c. pemotongan Pajak yaitu pemotongan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), Pajak Penghasilan (PPh) 21, Pajak Penghasilan (PPh) 22,
dan Pajak Penghasilan (PPh) 23, dalam hal ini sudah memenuhi
kriteria pemotongan sesuai dengan kegiatan dan pembebanan
biaya yang telah di laksanakan;

d. kesesuaian Bukti Setoran Pajak yang telah di setorkan; dan

e. output fisik Dana Desa.

Apabila dokumen dinyatakan Valid DSPMD melalui bendahara

pengeluaran DSPMD memproses permohonan tersebut untuk

penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah

Membayar (SPM) ke BPKAD.

Tahap I diajukan paling labat minggu ke dua bulan April tahun 2022.

Pasal 20

Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan

penyaluran kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan
persyaratan:

a. surat permohonan penyaluran ADD tahap II Tahun Anggaran
2022 dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;

b. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan tahap I Tahun
2022 yang diambil dari aplikasi Sistem keuangan Desa
(Siskeudes) dalam bentuk cetak dilampiri photo berwarna
dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

c. lembar pernyataan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan
pengajuan penyaluran ADD Tahap II Tahun 2022;

d. lembar pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
dokumen pertanggungjawaban ADD Tahap I Tahun 2022;

e. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dilampiri RAB,;

f. foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran
terakhir;
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g. surat pernyataan kebenaran laporan SPJ pengunaan ADD tahap I
Tahun Anggaran 2022 dari Kepala Desa diketahui Camat
(bermaterai Rp 10.000,-); dan

h. surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola ADD Tahap II
Tahun 2022 dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp
10.000,-).

Camat meneruskan pengajuan penyaluran ADD Tahap II kepada

Bupati melalui DSMPD, dengan kelengkapan dokumen sebagai

berikut:

a. surat pengantar dari Kecamatan;

b. rekomendasi Camat;

c. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan tahap I Tahun
2022 yang diambil dari aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) dalam bentuk cetak dilampiri photo berwarna
dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

d. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan
pengajuan ADD Tahap Il Tahun 2022;

e. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPJ
ADD tahap I Tahun 2022 dilengkapi copy bukti setor pajak;

f. lembar pengesahan SPJ (dibuat oleh Kepala Desa diketahui
Camat);

g. surat pernyataan kebenaran laporan SPJ pengunaan ADD tahap I
Tahun Anggaran 2022 dari Kepala Desa diketahui Camat
(bermaterai Rp 10.000,-);

h. Rencana Penggunaan Dana tahap II dilampiri RAB;

i. foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran
terakhir; dan

J- surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola ADD Tahap II

Tahun 2022 dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp
10.000,-).

DSPMD selanjutnya memeriksa dan melakukan validasi dokumen

dengan memperhatikan sebagai berikut :

a. kesesuaian realisasi Per Tahapan;

b. kesesuaian realisasi dan Buku Kas Umum (BKU);

c. pemotongan Pajak yaitu pemotongan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), Pajak Penghasilan (PPh) 21, Pajak Penghasilan (PPh) 22,
dan Pajak Penghasilan (PPh) 23, dalam hal ini sudah memenuhi
kriteria pemotongan sesuai dengan kegiatan dan pembebanan
biaya yang telah di laksanakan;

d. kesesuaian bukti setoran pajak yang telah di setorkan; dan

€. output Fisik Dana Desa.

Apabila dokumen dinyatakan Valid DSPMD melalui bendahara

pengeluaran DSPMD memproses permohonan tersebut untuk

penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah

Membayar (SPM) ke BPKAD.

Tahap II diajukan paling lambat minggu ke dua bulan Agustus Tahun

2022.

Pasal 21

Penyaluran ADD Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

huruf c dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan permohonan
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penyaluran kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan
persyaratan:

a.

b.

surat permohonan penyaluran ADD tahap III Tahun 2022 dari
Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;

laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan Tahap II
Tahun 2022 yang diambil dari aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) dalam bentuk cetak dilampiri photo berwarna
dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

lembar pernyataan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan
pengajuan penyaluran ADD Tahap III Tahun 2022;

lembar pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
dokumen pertanggungjawaban ADD Tahap II Tahun 2022;
Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III dilampiri RAB;

foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran
terakhir;

surat pernyataan kebenaran laporan SPJ pengunaan ADD tahap
II Tahun Anggaran 2022 dari Kepala Desa diketahui Camat
(bermaterai Rp 10.000,-); dan

surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola ADD Tahap III
Tahun 2022 dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp
10.000,-).

Camat meneruskan pengajuan penyaluran ADD Tahap III kepada

Bupati melalui DSPMD, dengan kelengkapan dokumen sebagai
berikut:

a.
b.
C.

et
b

surat pengantar dari Kecamatan;

rekomendasi Camat;

laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan Tahap II
Tahun 2022 yang diambil dari aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) dalam bentuk cetak dilampiri photo berwarna
dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan
penyaluran ADD Tahap IIIl Tahun 2022;

Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPJ
ADD Tahap II Tahun 2022 dilengkapi copy bukti setor pajak;
lembar pengesahan SPJ (dibuat oleh Kepala Desa diketahui
Camat);

surat pernyataan kebenaran laporan SPJ pengunaan ADD tahap
II Tahun 2022 dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp
10.000,-);

Rencana Penggunaan Dana tahap III dilampiri RAB;

foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran
terakhir; dan

surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola ADD Tahap III

Tahun 2022 dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp
10.000,-).

DSPMD selanjutnya memeriksa dan melakukan validasi dokumen

dengan memperhatikan sebagai berikut :

a.
b.
c.

kesesuaian Realisasi Per Tahapan;

kesesuaian Realisasi dan Buku Kas Umum (BKU):

pemotongan pajak yaitu pemotongan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), Pajak Penghasilan (PPh) 21, Pajak Penghasilan (PPh) 22,
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dan Pajak Penghasilan (PPh) 23, dalam hal ini sudah memenuhi
kriteria pemotongan sesuai dengan kegiatan dan pembebanan
biaya yang telah di laksanakan;
d. Kkesesuaian bukti setoran pajak yang telah di setorkan; dan
e. output Fisik Dana Desa.
Apabila dokumen dinyatakan Valid DSPMD melalui bendahara
pengeluaran DSPMD memproses permohonan tersebut untuk
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah
Membayar (SPM) ke BPKAD.
Tahap III diajukan paling lambat minggu kedua bulan November
Tahun 2022.

Pasal 22

Format dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

a.

b.

g

(1)

(2)

(3)

format Lembar Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Dokumen
Persyaratan Pengajuan Penyaluran ADD Oleh Sekretaris Desa;

format Lembar Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan
Dokumen Pertangungjawaban Oleh Sekretaris Desa;

format Surat Permohonan Pengajuan Penyaluran ADD Dari Kepala
Desa Kepada Bupati Melalui Camat;

format Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan
Pengajuan Penyaluran ADD oleh Kecamatan;

format Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban
Penggunaan ADD oleh Kecamatan,;

format Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan
Kegiatan ADD;

format Surat Pengembalian Berkas Permohonan Penyaluran Dan
Persyaratannya;

format Surat Pernyataan Kesanggupan Mengelola ADD;

format Surat Pernyataan Kebenaran Pertanggungjawaban ADD;

format Rekomendasi Camat Penyaluran ADD Per Tahap;

format Laporan realisasi Penggunaan ADD Per Tahap;

format Laporan SiLPA Tahun 2021;

format Rencana Penggunaan Dana (RPD); dan

format dokumen permohonan pengajuan penghasilan tetap kepala
Desa dan perangkat Desa;

Pasal 23

Bagi Desa yang belum menyusun RPJM Desa karena tidak ada Kepala
Desa, maka dapat menggunakan RPJM Desa sebelumnya dan/atau
draf RPJM Desa yang telah disepakati dalam musyawarah Desa.
Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan
tugas dan kewajibannya, maka pengajuan permohonan penyaluran
ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditandatangani
oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai dengan
peraturan perundang-undangar.

Dalam hal Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka untuk
mengajukan permohonan penyaluran ADD dilakukan oleh Camat.
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BAB VI

JAMINAN SOSIAL BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Bagain Kesatu
Peserta

Pasal 24

Kepala desa dan perangkat desa memperoleh manfaat pemeliharaan
Kesehatan dan perlindungan Ketenagakerjaan melalui Jaminan sosial
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas;

a. sekretaris desa;

b. pelaksana kewilayahan; dan

c. pelaksana teknis.

Kepala desa dan perangkat desa beserta anggota keluarganya wajib
didaftarkan sebagai peserta Jaminan sosial sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran sebagai peserta Jaminan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 25

Kepala desa menunjuk sekretaris desa atau salah satu kepala urusan

sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan sosial.

Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. Mengisi formulir data kepesertaan Jaminan sosial ; dan

b. Menyampaikan formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan
yang telah diisi kepada Perangkat Daerah melalui kepala desa.

Dalam hal pendaftaran Jaminan sosial tanpa melaui Pemerintah

Daerah, pendaftaran peserta bagi pekerja yang bekerja pada

Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala

Desa.

Bagian kedua
Besaran Iuran
Pasal 26

Iuran Jaminan Sosial Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa
adalah sebasar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.

Iuran Jaminan Sosial Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan :

a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan

b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.

Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai
dasar perhitungan besaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan bagi
Kcpala Dcsa dan Pcrangkat Desa scsuai dengan kctentuan peraturan
perundang-undangan.

Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan
sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan bagi
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Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung berdasarkan penghasilan
tetap dan tunjangan.
Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibayar dengan ketentuan :
a. 0,24 % dari upah yang diterima untuk program JKK dengan
tingkat resiko rendah.
b. 0,3 % dari upah yang diterima untuk program JKM.
Penganggaran [uran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dianggarkan dalam APBdes yang bersumber
dari ADD.
Bagian ketiga
Iuran oleh Pemberi Kerja
Pasal 27

Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan
Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 4% (empat persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dari alokasi
anggaran Iuran Jamian Sosial Kesehatan pada Perangkat Daerah
setiap bulan.

Alokasi anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Perangkat Daerah.

Pemotongan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan
pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sesuai data kepesertaan
Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan penyetoran
Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian keempat
Iuran oleh Peserta
Pasal 28

PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran Jaminan Sosial
Kesehatan sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) huruf b, dari Gaji atau Upah per bulan.

Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan [uran
Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan
dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

Pemotongan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 pada ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan
yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa.

Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak
masing-masing desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
jumlah rencana kebutuhan pembayaran [uran Jaminan Sosial
Kesehatan sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa.



(1)
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(1)

(2)

(3)

(4)
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Pasal 29

PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran Jaminan Sosial
Kesehatan kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan
bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak msing-masing
Desa.

Penyetoran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

Penyetoran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh
Desa secara kolektif melalui rekening BPJS ketenagakerjaan.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 30

Bentuk pelaporan kegiatan APBDes yang dibiayai dari ADD adalah:

a. laporan Realisasi ADD per tahapan meliputi: Tahap I, Tahap II dan
Tahap III; dan

b. laporan Akhir yang dibuat pada akhir tahun anggaran yang
memuat realisasi fisik dan keuangan.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD per

tahapan kepada Camat, DSPMD dan BPKAD.

Kepala Desa menyampaikan laporan akhir laporan konsolidasi

realisasi penyaluran dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui

DSMPD paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran

berikutnya.

Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda

penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi
dimaksud.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 31

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD, meliputi:

a. pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan
pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk
pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa;

b. pertanggungjawaban dibuat setiap tahapan penyaluran ADD
Tahun Anggaran 2022, meliputi tahap 1 (30%), tahap II (40%]),
tahap 11T (30%);

c. Pertanggungjawaban ADD dibuat dalam bentuk dokumen SPJ
yang dibuat terpisah dari dokumen usulan penyaluran ADD;

d. SPJ meliputi Buku Kas Umum, kuitansi, bukti-bukti pendukung
transaksi yang lengkap dan sah;



(3)

“4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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e. Buku Kas Umum mencatat semua transaksi yang diberi nomor
urut transaksi yang jelas;

f. setiap transaksi yang tercatat dalam Buku Kas Umum dilampiri
dengan bukti kuitansi yang diberi nomor urut sesuai nomor urut
transaksi dalam Buku Kas Umum; dan

g. setiap kuitansi pengeluaran harus dilengkapi dengan bukti
pendukung.

SPJ merupakan dokumen yang sudah diverifikasi di Desa

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1).

Desa wajib menyimpan dokumen SPJ ADD yang asli menurut tahapan

penyaluran setiap tahun dan wajib mengarsipkannya selama 5 (lima)

tahun.

Camat wajib untuk menyimpan copy dokumen SPJ ADD menurut

tahapan penyaluran setiap tahun dan wajib mengarsipkannya selama

5 (lima) tahun.

Pasal 32

Kepala Desa wajib membuat pertanggungjawaban dan Pelaporan
tentang ADD setiap akhir kegiatan sebagai persyaratan untuk
pencairan tahap berikutnya.

Setiap Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang berakhir masa
jabatannya wajib membuat Surat Pertanggungjawaban dan Pelaporan
tentang ADD dan disampaikan kepada Kepala Desa yang baru
dilantik.

Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya
yang tidak membuat/menyampaikan Surat Pertanggungjawaban dan
Pelaporan tentang ADD bertanggung jawab terhadap pembuatan/
penyampaian laporan tersebut. Kepala Desa yang baru agar segera
menyampaikan Laporan kepada Bupati bahwa Surat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan tentang ADD sebelumnya tidak
dibuat/disampaikan.

Kepala Desa/ Pejabat Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya
yvang tidak membuat/menyampaikan Surat Pertanggungjawaban dan
Pelaporan tentang ADD pada saat menjabat dilakukan Pemeriksaan
khusus oleh Inspektorat Daerah.

Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa sebelumnya belum
mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam periode masa
jabatannya, maka Kepala Desa yang baru dilantik dapat menyusun
APBDes dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

Laporan Pertanggungjawaban sebagimana dimaksud dalam Pasal 32
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
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BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan kegiatan
monitoring dan evaluasi secara berjenjang oleh Kepala Desa, Camat
dan Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

Kegiatan monitoring bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan
ketepatan antara yang direncanakan dengan hasil (output) kegiatan di
lapangan.

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan
pengelolaan kegiatan mulai dari proses perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pemanfaatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terdiri dari :

perencanaan;

pelaksanaan;

penyusunan kertas kerja;

penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut;

penyampaian hasil dan rekomendasi monitoring dan evaluasi;
dan

pemantauan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

ono T

b

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 35

Pemerintah Daerah dan Kecamatan melakukan pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan ADD sesuai kewenangannya.

Pembinaan dilakukan oleh Bupati melalui Tim Pembina Tingkat
Kabupaten dan Camat melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
Pengawasan dilakukan oleh APIP / Inspektorat Daerah, Camat, Badan
Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa.

Dalam hal hasil pengawasan APIP/ Inspektorat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditemukan penyimpangan atau
penyalagunaan ADD, maka pengembalian kerugian disetorkan ke
RKD.

Pasal 36

Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Tim Pembina Tingkat Kabupaten terdiri atas unsur:

a. Sekretariat Daerah;
b. Inspektorat Daerah;
c. BPKAD;

d. DSPMD; dan

e.

Perangkat Daerah terkait lainnya.
Tim Pembina Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan

informasi tentang ADD;



(1)
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b. membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk
memberikan pelatihan /orientasi kepada Tim Pelaksana di tingkat
Desa;

c. menentukan besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa;

d. melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Desa bersama Tim
Pendamping Tingkat Kecamatan;

e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan
masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada
Inspektorat Daerah; dan

f. memberikan laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD
kepada Bupati.

Pasal 37

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. Camat sebagai Penanggung Jawab;

b. Sekretaris Camat;

c. Kepala Seksi/Kepala Urusan ; dan

d. Pelaksana teknis lainnya.

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai

berikut:

a. membantu Camat melaksanakan evaluasi Rancangan APBDes
dalam hal kewenangan evaluasi APBDes dilimpahkan kepada
Camat;

b. memberikan bimbingan teknis kepada Tim Pelaksana Tingkat
Desa;

c. melakukan verifikasi terhadap permohonan penyaluran ADD dan
Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan ADD yang diajukan
oleh Kepala Desa;

d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan ADD;
dan

e. memberikan laporan kepada Bupati melalui Tim Pembina Tingkat
Kabupaten, berupa laporan rekapitulasi seluruh laporan tingkat
Desa di wilayahnya.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa ADD Tahun
2021 di RKD dengan Bupati melalui DSPMD paling lambat minggu
keempat bulan Januari 2022.

Dalam hal setelah hasil rekonsiliasi terdapat Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) ADD, maka Kepala Desa wajib menyetorkan dana
tersebut ke Rekening Kas Desa.

SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk ADD
Tahun 2021 maupun ADD Tahun 2020 yang disalurkan di Tahun
2021.

Penyetoran SiLPA ADD ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat
sebelum pengajuan ADD Tahap I Tahun 2022.
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(5) Apabila Kepala Desa tidak menyetorkan SiLPA ADD, maka penyaluran
ADD Tahap I Tahun 2022 akan dipotong sebesar nilai SiLPA yang
seharusnya disetor.

BAB XI
SANKSI

Pasal 39

(1) Bupati melalui Camat menunda memberikan rekomendasi penyaluran
ADD dalam hal sebagai berikut:

a. dokumen persyaratan pengajuan tidak diterima sesuai dengan
batas waktu yang ditentukan;

b. setelah melalui tahapan verifikasi dokumen persyaratan
dinyatakan belum memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

c. terdapat rekomendasi dari Inspektorat Daerah / Aparat Penegak
Hukum (APH) yang melaksanakan pemeriksaan.

(2) Dalam hal penyaluran ADD melewati batas waktu pengajuan Surat
Perintah Membayar (SPM) maka Alokasi Dana Desa tidak dapat
disalurkan dan menjadi sisa anggaran di rekening Kas Umum Daerah
dan tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 Pebruari 2022

)

 W—

/4

RAYA SAMSURI
Diundangkan di Buntok

pada tanggal 14 Pebruari 2022

ey 0

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 4



0EL LES'T6T 09'€8€'SST 0€L°LES 161 001'6SH'8€9 uniep ereny nerey| gy
016°9€C 981 088'S1E'8+C 016°9£2°981 00.'68.°029 133uep ereny nerey| /[
088°L90'CS¢ 0v8 €TH 69% 088°,90°CSE 009'6SS'E€LT'T reqeq ereny| nerey| ogf
0Zb'S6S'S1T 09S°09t°L8C 0Zv'S6S°S1T 00+ TS9'8TL gunjag sqnjoL ereny nerey| gy
0T£9b1°6ST 080°S61°CIC 0TE 91681 00L'L8Y 0€S nieq jereg ereny nerey| I
00¥' LEI'TLI 00Z'€81°0€T 00%°LEQ'TLT 000'8St'S.S messuey oy unsng| €1
0TL'800'v.LT 096 ¥1€'S9€ 0TL 800 vLC 00+'T9E' €16 guedurejeg iy unsnq| 71
0SS bTT'8LI 00" 661 LET 0SS $Z1°8LIT 00S'8¥L €6S demeg Iy unsnq| 11
Obb LIT 0LT 0Z6'€78°92C 0v6° L1T°0LI 008°6S0°L9S nequity, Jnp Iy unsnq| o1
0L£°91S°S1T 091°GS€"L8T 0LE91S'S1C 006°L8E'8TL ueredureq Iy unsng| 6
028 67.L'8ST 096'866 v+E 02T 6v.'8ST 00+ L6%'T98 reyo] Iy unsnq| g
00L°C18°09¢ 009'€80°18% 00L°C18°09€ 000°60.'C0T'1 STUR[Y iy unsng| 4
088°€0S"L8€E OvE' 1L9°91S 08S°€0S°L8E 00S'8L9'16T'T nepuefeyen npyg unsng( 9
0el 1S8'STE ov8'vE1 1Th 0ET'I1S8'STE 00T°LES'TSO'T efep redung apyg unsnqf g
068 #L1°091 0TS'99S°€1T 068 ¥.1°091 00€'916°€ES uejeqe], sewreuap| 4
0L9°018°€ET 095" LYL'T1E 0L9°018°€€C 006'89€°6.L. Suny] e33uey seureuap| ¢
0vZ'LE0'90T 0ZE91L VLT 0vT L£0790T 008°06.'989 guenyeq nejuey seureuap| g
0SD'T08"98T 00%'690°6+C 0S0°708°98T 00S°€.9'CT9 guendure], seureuap| 1
] (9) (s) (%) () (z) (1)
%0¢€ %0 %0¢€ zZ0Z
(d) I AVHVL (dy) I dVHVL (du) 14VHVL | NOHVL dav novd | voad VAN NVLIVAVOIA ON

NVLIVIIS OLRIVE NILVANEVH Id VSAJ dVIL JMNLN] VSEd VNVA ISVVOTV NVISVIOTVONEd 'V

220T NVAIVDODNVY NNHVI VSEA dVILIS
NVdVIINId NVA NVIDVEANEd VIVO VILV.L DNV.INHL

2Z0T NNHVL ¥

JOMNON

NVIVTIS OLRIVE ILVdNE NVINLVIAd

I NVAIdINV]




098'6LY"0LT 08+'90€°LCT 098'6.Lt"0L1 002992895 uequinkey] remy Sueuig ‘un| ep
00T '+61°€ST 008'85C'+0T 00T'$61°€ST 000°L+9'01S 3uenreg remy Sueymig ‘un| zy
06£9LESST 025°'880°L0T 06£'91€°SST 00€'1TL LIS Zunke yeredure], ereyn unsng| 14
019°€8t'S81 08b 11E°LYT 019'e84'S81 004°8LT'819 nejuey Sununy erein unsnq| op
0£E'95€'691 0v¥'808°STC 0€€°95€"691 001°12S'+9S ey edurey erejn unsng| g
0v8'198°891 0C1'6+v1°STT 0+8°'198°'891 008°CL8'29S sInqureq rejueg ereyn unsng| ge
0SL'899°8L1 000°STT'8ET 0S.'899°8LIT 00S'C9S"S6S Suedure], niny ereyn unsnq| sg¢
085'€08'891 0v¥ 1L0°STT 08S°€08'891 009'8L9'29S sjeredurey, BIR)N) UNSNQ| g9g
020°€T6°L91 09€°L68°€TT 0T0'€T6°L91 00b"E€bL'6SS sInqureq neueq exejn unsng| gg
085'6b¥°291 0bb 665912 08S 6v+'C91 009°86%" 1HS wesury eiejn unsnq| e
069'008°L81 026°00%'0ST 069°008°L81 00€°200°9Z9 esnrep ereln unsnq| gg
0S9'SPO'SLI 00T v6€ €ET 0S9'SH0'SLT 00S°S8+ €8S uenIeueq eIein unsnq| gg
009'990°88C 008°880'¥8€ 009°990°887 000°TTT’096 uesnre], ereyn unsnq| g
066'1LE°9TT 0Z€'628'10€ 066'1L£'92C 00€"€LS HSL Suoay erejn unsng| og
09L'6T€°L8T 089'65L 61T 09.'61€"L81 002°66€"+T9 nreg Uemerejpy erejn unsnq| ez
02 €0S°65C 0TE +00'9YE 0+T'€0S'65C 008°010°598 eure] uemerey eIejn unsnq| gg
0£€°L98°9GT 0vb'95L'80C 0€€°L9G°9CT 00T°168°'1ZS 1o3jore, ereln unsnq| 4z
019'TLZH8IT 08v'ST9'SHT 019 11T ¥81 00L'8E0°H19 Tepung ere)n unsnq| 9z
060'6TESLT 0TT'TLL'EET 060°62€'SLI 00€"0€H +8S srpunfen ere)n unsnq| gz
0SL'EPSELT 000°'STL'¥9€ 0SL'EYS'ELT 00S°CI8'T16 Suea, 108 erein unsnq| 4z
08L'I86°LLT 0%0'60€"LET 08L'186'LL1 009°TLT €6 nepndures ynjoy, ereny nexey| gz
091 'SGL'82C 088°900°'SO€ 091'SSL'8¢T 00T L1S'C9L dununy Suejulg ereny nemey| gz
008'TOL'6LT 00+'209'6€T 008'T0L'6L1 000900665 Tefidure, efeny] nesey| 1z
0Z8'18Z°€1C 09L'SLE V8T 028'18T'C1C 00+'6£6°01L orre, ereny nexey| oz
08€'8L6'$81 0v8°LE9'9HT 08€'8.L6'+81 00965919 rely erenpy ereny nexey| g1
() (9) (s) (¥ () (z) (1)
%0€ %0t %0€
(d) _M dVHVL (du) II AVHVL (d¥) 1 AVHVL zpﬁanmmw poge] YRR VRER NVIVAVOZY | ON




0v9'1L0°991 02S°S60°'0CT OP9'1L0°'S9T 008'8€C 0SS jreureq uejefeg unsnq| gg
0¥L'999°L1C 0TEe°TTT 06T 0vL'999°L1T 008°SSS°STL Jepeg neue(] uejefog unsnq| sg
028 VT 14T 09€°6S9°12€ 02S'1HT 14T 00+"8€T 408 nreg uejelsg unsnq| 9g
0S6'68CEST 009'98€"+0C 0S6'68C°€S1 00S'996°01¢ edea, yna], uejefeg unsnqg| cg
0T1L°SE€9'9ET 08T v1S'SIE 01L'S€9'9¢C 00L°S8L'88/ Suere], erenpy uejersg unsnq| o
0SE£'8YS'8S1 008°L6€'11C 0SE'8+S'8S1T 00S'v6+'82S Sunuen neueq uejelpg unsnq| go
095°686°SS1 080°986°L0T 09S°'686'SST 00Z'S96°61S efey Sulgny remy Sueynlg ‘un| 29
099 F11°6S1 088'¢S1°C1C 099 H11'6ST 00Z'Z8E°0€S ehep eSrepy remy Suejurg ‘un| 19
0SZ°T16°L91 000°'€88°€TC 0ST'CT16°L91 00S°L0L6SS uniem remy Suejuig ‘un| oo
061°S9+'80¢€ 028'98C 11+ 061°S9+'80¢€ 00Z°L1T'820'T ofoinyeg remy Sueiuig ‘un| go
008°008°281 00¥ ' bEL'EYT 008°'008'Z81 000°'9€£'609 uaeq ‘108 remy Sueinig un| go
065°SYEBLI 0TT'¥6L°LET 06S'SHE'8LT 00€°S8Y'v6S eley reSunepn remy Sueyng ‘un| so
021°901°SLT 091°808°99¢€ 0Z1°901°SLC 00+°0C0°L16 ey yedig remy Suejuig ‘up| oo
0Z€'STS™HS1 09L°€£0°90C 0TE'STS ST 00%"+80°G1S nreg mnSunp remy Suejulg ‘uH| oo
06£°098°961 0ZS"08¥'29C 06£°098°961 00€°10Z°959 LSy remy Suejuig un| po
0L9¥LLOLT 09S°669°LTC 0L9'¥PLLOLT 006'8+C 695 nies 3uesn remy Sueymg un| ec
0EY8V6°161 0bT 1€6°SSC 0Ev'8v6'161 001'8T8°'6£9 ely suejurg remy Sueymig ‘up| go
0€6°SEL 691 0v0"$1€°92¢ 0€S°S€L'691 001°S8.'S9S 1 Sereq remy Sueyng ‘up| 1o
0LV €6%°T8T 096°LS9°9LE 0LY'€6+°28T 006'¥+9°'1v6 [ Sejeq remy Sueyulg ‘up| og
086'8CS°€61 0+9'8€0'8ST 086°87S°€61 009°960°'SH9 uedulg esenpy remy Sueymg ‘Uo| op
0€8'8ETLST 0+0'81S°60C 0€G'8ET°LST 001°S6.L°ETS a1 remy Suejuig ‘un| gy
028 ¥8LTST 09€'6.E°T0T 0TS +8L° 18T 00+ '8¥6°S0S ey ey resy Sueyng up| 14
0€1°€v0°80C 0¥8'06€°LLT 0€T°€+0°80C 001°LLY'€69  annSen remy Suerulg ‘up| gy
090°'88S°6ST 080°+8.4°C0C 090'88S'6ST 002°096°1CS yenquireg remy Suejulg ‘up| oy
0v€90L°112 021°SLT'T8T 0YE'90L° 112 008°L89°S0L uB[IUEY] Jeqe], remy sueyiig ‘un| 44
) (0) (s) (v (€ (z) ()
%0€ %0P %0€ (4114
(d3) I dVHVL (d¥) 11 dVHVL (d3) 1dVHVL | NNHVI @av oova | Voad VWVN NVLVINVOAH ON




OSL*SEL'LLT LT 00L'086'9Z0°E€T  |0SL'SEL'ZLT'LT |00ZZSH Z8S LS VIOL
0zE 611921 09L°S78 VET 0ZE6I1 9L 00t 590" 285 eInse neusq uerEleg UNSNQ| 98
0Lt PSLEST 096'$00°S0Z OLb ¥SLeST 006 715218 exBueq Uerepes unsnq| cg
0£9°069'S91 0v8'026'022 0£9°069591 001°20€ 2SS neIpuy Suepa] uerEreg Unsnq| +8
Ovb b6y L1E 026'SZE €Th Obbb6b L1E 008 +1£°850°T emep sunfuey ereres unsng| eg
029' 160291 091221912 029°160°291 005°S0E 0bS unduwrely sy aerees unsng| zg
081 19+'961 0vZ'8¥6'19C 081°19t°961 009028 $59 Yederereg werepps unsng| 18
00T 11+ bbE 0084126+ 00T 11+ bbE 000°LE0'SHT T wresy epuog Tereres unsng| og
0E62LT LTT 0b1'Z60°€0€ 0£6'LL2 LT 000°€6S 25 uaTErey uejereg unsnq| 62
0SL'Shb eLT 000'192'1€C 0SL'Shb LT 005 2ST'828 uenqep uejepss unsng| gz
0V €56 SST 0ZE 456'L0T 0bT' 46951 008018616 uaxeq Suninpy Tereres unsng| 22
062261 €91 02L €8S L1T 062261691 00€ 16 €4S erepen uejepeg unsnq| o7
082866291 00 TEE L1T 082°866 291 009°LZ€ €4S Sundry erenpy Terereg unsng| o7
010625281 08b'660°01C 010°62S LST 002°860°52S Susquio Terepes unsng| 3L
0LT 198°LL1 09E'8b1'LEC 0LT 198 LL1 006 028268 n33ues Teyees unsng| L
0c+'028°5CT 0tZ 128 L0T 0Eb'0L8'SST 001'895°615 exSuewEg Terepes UNSNG| ZL
Ob1 85191 025 Shb'STT ObT 85 191 008'€10°8€5 UeueT BIOL uereres unsnq| 12
019592907 08b'610°SLT 019'492'90C 002845 289 STt Tereres unsnd| OL
025'£02°L91 09 ¥09'€22 0LS'€02 291 006'110°65S yenqeqes wereps unsnq| 69
@z (o) (s) (% () @ (1)
%0¢e %0b %0¢€ zZ0Z
(d3) o1 avEvL (d¥) I dVHVL (d3) 1dVHVL | NOHVL aqv pova | YSad VAVN NVIVINVODE ON




028°€06'98 09L'1.8'STI 0Z8'£06'98 000°09Z 1TH 00t'6£6°01Z oneL ereny] nexey| oz
08€"¥LS'TOT 0v8'S9.L'9¢1 08¢ +4S°T01 000°089'+LT 009 +6S'919 Tely eIenp ereny] nerey| g1
0€LST6°T0T 0+9°.88'SE1 0€L'ST6°T101 000°0tL'86C 001°'6SH'8E9 unien ereny nerey| gr
0167ZE8 €01 08881 016'2E8°E01 000°089'HLT 00L°68.'029 188uep ereny nexey| s1
08788 PET 0v0'1S9'T1E 082 88V +ET 000'2E£6°16€ 009'6SS°€LI'T reqeg ereny nerey| gr
0z 10T vT1 09S°89+'591 0Z+ 101°+C1 000'086'+0€ 00t 1S9°81L Sunjeg ynyay, ereny] nermeyy| o1
01ETHL 9L 080°€2£Z01 01€°ThL'9L 000'089'H.T 004’ L8+ 0ES nIeq jeres ereny nerey| 1
00 S10'E8 00T 489011 00+'S10'E8 000°0vL'86T 000°'8St'SLS IneySuep amy unsng| o1
808°€8S°691 bbL 111922 808°€85°691 0v0'€80'8+€ 00b'T9E' €16 Suedurejeg Iy unsng| z1
0SS°20<°88 00t°€00'8T1 0SS"20S'88 000°0bL'86T 00S'8+.'€6S demeg Imy unsng| 11
0v6 LE6'TY 0T6'£85'Z8 0b6°L£6'19 000°009°09¢ 008'6S0°L9S nequiiy, ynp 1y unsng| o1
0LE 8ET1°68 091°1S8'8T1 0L£'8ET1°68 000°09Z°'1Z+ 006°L8E"8T L ueredure( oy unsngg|
027 L8L LS 096'Z8€'012 0ZT L8L'LST 000'0+S 9e€ 00t" L6+°298 reya] Iy unsngy| g
00.L'996'+22 009°SS6'66C 004'996'+TT 000°0Z8'ZSH 000°60.L°20T'1 STUeray Iy unsngg| 2
0SS 16.°'88¢C 00t'SS0'S8E 0SS 16L'882 000°0+0'6Z€ 00S'8L9°16C'1 nepuefeyen oy unsng| o
0€1°688vIT 0v8'815'98C 0ET1'688'+1T 000°0+S°9€€ 001°LE8°CS0'1 efep re8ung g unsng| o
068'2TS L9 0ZS'0£0°06 068'7CS" L9 000'0+8'80€ 00€'916°€€S ueleqe] seureusp|
049904121 09S'S4Z°291 09902121 000°089°€LE 006'89€°6LL Bunjy e88uey seureuap| o
0T 0L8'TIT 0ZE 091641 0+ 0L8 TTT 000°068°€TE 008'06.'989 suenyeqg nejuey seureusp| 7
0S0°060'88 00+'€SH'LIT 0S0°'060'88 000°0+0°6Z€ 00S°€L9°729 Suemndure, seureuap| |
(6) i) ) (s) (7 (e) (z) (1)
%0€ %0 %0€ nmwmﬁqmzﬂmmn
‘sEavy NMMMWWMME VSAd VINVN NVLVINVOAEN ON
(dd) mavavy | (dy) nd4aveEVL (da) 1 dVHVLL NVONVLNNL
NVd dV1TIS
ddd NVAa VSEd LVIDNVIEd ‘VSAd VIV
NVONVCNAL NVA dVILTIS AVATIA NVLVTES OLRIVE NILVANEVH Id VSAd dVIL MNLNN VSId VNVA ISVIOTV NVISVIOIVONAd ‘g




NVd dV.LIIS

0vE 0667001 01286 €€ 1 0bE 064001 000°0Z4 0LE 008289502 verrey] yeqel|  remy Sueiuig up| bp
099292 1L 08+°069°56 09829212 000°0+0°62€ 002992898 wequindey;| remy Sueruig up| cf
001 40T +8 008'8€1°2. 001501 S 000°00€0£€ 000°269°01¢S Buenreg| reamy Sueuig up| zp
06€ £09°98 0221552 068 +09°9¢ 000°0+0°62¢€ 00 124218 SunkeT s[eredure] —— T T
019'12298 08b°S60°G1T 0191498 000°0+0°62€ 00.°822°819 nejuey Sunump ereln unsng| of
08€ b59°0L Ob 26156 0EE +9°0L 000°0v0°62€ 00112598 eol edwey ere3 unsnq| ee
0P8 65104 0z1'ceC €6 0v8 6v1°0L 000°0v0"62€ 008228298 smqureg rejueg eren unsng| ge
09298662 000°500°90T 0S.°9S6'6. 000°040°6CE 00529568 Buedure], njny erejn) unsnq| Le
085'66£°98 Obb 661611 085 66€'98 000°089° b2 009°829°29¢S Sereduny, exein unsng| oe
020°615'S8 09€°S20 b 11 0206158 000°089 22 00t €42 695 smquieg neweq erey unsng| e
08S'Sb008 Obb 2227901 08S'CH0'08 000°089° 22 009°86%"1+S - ereyn Gnstg| pe
069°'8€8'98 026 $8L ST 069'8£8'98 000°0vS 9EE 00€°200°929 esnIep ereyn unsng| ge
Z+S S0L b8 920°'886 211 IR 09E°0b 1" 108 00558 €8S freep— ereyn unsng| e
040"99Z 081 0ZL bSE0bT 0+0'99Z 081 00Z'SEE 65 000222096 Uesnre], ereyn unsng| 1g
066699221 0ZE €12 041 066659221 000°0+0°62€ 00€'€45+SL —— exeyn Unsng| oe
092 L69'L6 089'69Z 081 09L 26926 000°0b'86T 002 66€ 29 nreq uemersy erey) unsng| 6z
906 122 b1 802 629°641 906 1T bET 08L'LE6STH 008°010°598 eure] uemere) ereyn unsng| gz
0ST 44699 000657 68 0SZ +6'99 009°Eb2'867 001168 128 103re L erey unsnq| Lz
019'SL£°98 08% 291 0T19°SLE9S 00002192 00,°8€0°+19 repung e unsng| oz
06052626 0Z1°006 €21 060°SZ6'6 000°089 427 00E0Eb +8S smpunfep erein unsnq| oz
0SL 126681 000622 SbT 0SL126'€81 000'0b2°867 005218116 Bueley, 198 erein unsng| bz
0SL'€vS'E6 0v0'STL bel 08L'EbS €6 000°095" 182 009242 €69 nepndureg ynpy, ereny nerey| ez
091 'S8 021 088'99% 091 091°GLS 021 000°009°09¢ 007 215292 Bunmy Sueug eeny nexey| ¢z
008'£96'96 00+ 062 621 00829696 000°08L°SLT 000900665 srefidurey, ereny nerey| 1z
l6) &) @ 2 ) © @ (1)
a
o o 08 nmwx:%znm wa 220z NOHVL
‘saavi VSdd VINVN NVLVINVOAX ON
(d3) M dvEVL | (d¥) NdvHVL | (@u)1dVvEVL | NVONVONOL SN N




0+9 6SE£799 02S°'6.Lb'88 0+9°65£°99 000°0+0°62E 008°8£Z°0SS Jreured uejerog unsng| gg
0bL TLT'9TT 0Z€'0£T 891 0L TLTI9Z1 000°086 +0¢ 008°SSS'STL Jepeg neue(| uejerog unsng| zg
ZIS09F' T11 910°'H19'8¥1 TIS09%' 111 09€°€09°TEY 00'8ET 08 nreg uejejog unsng| g9
0S6°L99'€9 009°068'+8 0S6°L99°€9 000°0v L 867 00S'996'01S eBero], yna, uejereg unsng| og
864 €TT 91 £90°'596'+61 86.'€TT 91 oF0'€LE T0E 00L'S8L'88L Suere] erenpy uele[aeg unsng| 9
0SE +¥1°9L 008°'SZS 101 0SE ++1°9L 000°089'+.Z 00S +6+°82S gunuen neuveq uejereg unsnq| g9
09S° L9€799 080°06+'88 09S°£49€°99 000°0+.'86% 00Z°596'61S ehey Buyny| remy Suertig un| 29
099' 26+ 69 088'989'76 099°Z6+'69 000°0+L 867 00Z°Z8c"0ES elep eS|  remy Suenng ub| 19
0SZ°00Z'69 000°L92'26 0SZ'00T'69 000°0+0°'62E 00S°L0L 65S unfep| remy Suweiurg ‘up| g9
091°.80'281 088'T8L'THT 091°£80'281 000°092'1Th 002 L12'8C0°'1 oforred| Temy Sueruig ‘up| 6o
008'880'+8 00b'811°Z11 008'880°+8 000°0+0'62€ 000°9££°609 uasred ‘08| remy Bueing U] go
06S'892°€6 0T1'8SEHT1 06S'892°€6 000°06S'€8Z 00€°S8H +6S ekey reSunep| remy Sueiulg ‘up| sg
021 +8+'S81T 091°Z1E°LbT 0Z1'+8+°S81 000°0+L'86T 00+'0Z0°L16 ey yedig| remy Sueiuig un| oo
0Z€ €06 +9 094'L£S'98 0Z€'€06'+9 000°0+.L'86T 00" $80°G1S nreg mySunp| remy Sueiulg up| og
06€°8Y1'86 02S°+98'0€ 1 06£'8+1°86 000°0+0'62E 00€°10Z°989 wmdN| remy Sueiuig up| po
0.9'9.8'29 09S°SEH'E8 0L9'9L8°29 000°099'09¢ 006 8+7 695 ndes Suesn| remy Suejuig ‘up| gg
0€H"92E 20T 0bT SeH9gT 0E+'9TE TOIT 000°0t.L'86T 001°8Z8°6£9 ely Sueiuig|  remy Sueiulg ‘up| po
0£S°'S00TL 0b0'+L9v6 0£S'S00 14 000°00T'62E 001°S8.°69S I1 seled| Temy Sueiuig ‘up| 1g
0Lt TOT'IST 096°68S°10C 0LP'Z6T'1ST 000°0L9°Let 006'++9°1+6 1sered| remy Summig ‘up| oo
086'9.8'00T 0$9°20S HET 086'9.8°001 000°0+8'80€ 009'960°$+9 vefuig erenpy| remy Sueiuig up|
0£S'91S'L9 0+0'2Z0°06 0£S'91S°L9 000°0+.L'86T 001°S6.°€2S ong| remy Sueiwig ‘up| gy
0ZS'T91'29 09€°'£88°Z8 02S°Z91°29 000°'0vL'86T 00t'8+6°¢0S ey exnN|  remy Sueyuig ‘un| sy
0£1°€2Z001 0+8'0£9°¢€l 0E1°€TT' 001 000°00t'6S€ 001" LL¥"£69 mmgen| remy Suelug up| op
090°06€'8t 080°0ZS"+9 090°'06£'8t 000°099'09¢ 00Z'096'12S yenquires| remy Suenig up| op
(6) (s &) (c) ¥ ) iz 0
. add Nvd vsad
o8 o oo b et 2Z0Z NAHVL
SV aav novd VSdd VAVN NVLVNVOEH | ON
(da) midvavl | (d3) ndvHVL (dy) 1 dVHVL NVONVLNOL
NVd dV.L1IS




PSP 967°€S8’8 TLT'S6E V08 T1 0ZO'P9H°1L0°8Z |00Z'TSH'TBS'LS TVLOL
0TE L6498 09.L'6ZE'STI 0ZE L6+'98 0000t L 86T 00t +90°L8S BINSEH neuveq ueIR[eg Unsng| og
02+ 0SE'CO 096°CC6' 48 02+'0S6°C0 000°089°26Z 006°t1S°TIS exBueqg uelRPRg UNSng| og
0£9 B0 9L 0v8 T 101 0£9°890°9Z 000°0bL'86T 001°20€°'ZeS nerpuy Sueps, uejepag unsng| pg
Ob¥r 9L T' 161 026'128'+ST Obb' 911" 161 000°09Z' 12+ 008°+1£'8S0'1 eamep Sunfuel ueje[dg unsng| og
0z9 L8Y 6L 091°0SZ'90T 02928962 000°089'+27 00%°S0E"0FC undurepy ynpaL uete[ss UNSN| ©g
081 '66+'S6 0vZ zee LT1 081°'66%'S6 000°0vS'9¢eE 009°048'+S9 Hederereq uejepeg unsng| 1g
001°1STSTT 008" +££'00€ 001°1S2'SZT 000°00Z" .6€ 000°L£0°8b1'1 uresy epuag uejeleg uNSng| og
006'6E£ 401 00Z'£S9°eH1 006'6€4°L01 000°09+'86€ 000°€6S°LSL uaryerey] weyefeg unsng| gz
0SL°€TEES 000°S9L 111 0SL'€T]'E8 000°0tL'86T 00S°ZS1'8LS wenqen ueye[ag unsng| gy
b1 C60°8L Z61°+21'001 bb1°€60°SL 0TE"00S°692 008°018'618 uaxed Sununy uejeeg unsng| 4y
06C°'TIZTZ9 0ZL'6v6'C8 062°212°C9 000°'009°9€E 00€"bL6°CHS erepep uejeeg unsng| 9z
+81'BPT'TS T16°0£8'601 $81°8b1°C8 02€°00S°69Z 009°£ZE°€S Sundpy erenpy uelefag unsng| oz
OI9'61E0L 08+'6SL'C6 019°61E0L 000°004°06T 00L'860°¢ZS Suaquua] ueyElRg UNSNG| 7
0LT LIE98 09€'981°8T1 0LZ L9E°98 000°086"+0€ 006'0L8°26S n83ueg uejepeg unsng| g7
0Er 99+ EL 0bZ'SS6'L6 0EH 99" EL 000°089'+.LT 001'895°61S exSueureq uejeeg unsng| 7,
Ob1'08T6L 0ZS'£48°S01 Ob1°081°64 000°089'+4Z 008°'€19°8€S ueue] 1939, weyeeg unsng [,
019°CH991T 08+'€28'SST 019°Zb9'911 000°0+L'86Z 00L'8+S" .89 sureSuep uejepeg unsng| of
0L0'9EET9 09.'+16°c8 0L0°9£6°C9 000°SZZ 6vE 006'110°6SS yenqeqes uejeleg unsng| g
ls) 8 @ is) 2] () 1z (1)
add Nva vsad
%0€ %or %0€ LVIONVNEd S AT
‘saavy aav novd VSAd VIVN NVLVRVOTH ON
[dd) EiavHve | (d) navAvL | (dy) 1 dVHVL NVONVPNOL
NVJ dV.LTIS |




00S°Z9T°1 - adg e1o03suy
000°0+b°1 s add suelanfog | ¢
000°G9S‘T - adg emoy [Bem | ¢
000°S18‘1 = addemay | 1
VSAd NVLVIVMVASNIWIAd Nvavd | 9
008°L09 00Z°cC0C unsn eredoy [ 9
008°.0S 00z°220‘C uesnin eedayf | S
008°L09 00Z°CT0‘T isyog eredoy | +
08S‘GSL 0CZy‘v2TT SNd UON eso( SLIBlaIog | €
000°S.6 - SNd eso( SlBla{og | ¢
09€‘CI8‘1 0+9°9¢+C wsog ereday | 1
LVIONVIAd NVA vSAA VIVdad | V
(©) (+) @. (2) (1)
(dx
NVONVAILAN umwmmwuﬁwm ny | NVING ¥3d dVidL NVLVEVE ON
NVIISVHONAd

ddd NVONVONNL VINES VSEA LVIDNVIEd NVd vSEd VIVdAM NVONVONNL ‘dVLEL NVIISVHONAd 'V

CT0C NVIVODODNV NNHVIL VSIEd dVILIS VSEd VNVA ISVVOTV
NVIONIN NVAVLIINId NVAd NVIDVENAd VIVD VIVLI DNV.INJIL
ZCZOZ NNHVL " dONON

NVLVTIS OLRIVE ILVdNE NVANLVIId

NVONVONVA

II NVAIdINVT



Vg 0

000°0ST ~=werrq Iod Sueip eBrep unsny enisy | ¢
000°0S1 uenq Jod 3ueip ed3uela], unsny eniayj I
VOAVM NOMNA/VODNVILAL NOMNA NARIONOH | O
000°0ZT uejersay Jod SueiQ el 0oz dy sejerp nded reIN "o
00006 uejersdoy J1od SueiQ el pog dy p/s enl g dy nsed refIN  °q
000°09 uejergey 1od 3uelip el g dy p/s nded refIN &
B1033Uy e
000°0ST uejersoy Jod sueiQ enl 0oz dy sereip nded refiN o
00SC11 uejersay Jod sueiQ el ooz dy p/s el og dy nSed refiN  'q
000°SL uejerday Jod sueIQ el og dy p/s ned refIN e
SHIe}dI39g 4
000002 uejersoy Jod Surip el 00z dy seyerp nded refIN
000°0ST uejersoy Jod 3ueip el poz dy p/s eanl oc dy nded refiN  'q
000°001 ueje1dey 1od BueiQ el g dy p/s nded refiN e
BNI9Y] 1
(Mdl) NVLVIDAM VNVSHVT1ad WIL WNNIIONOH | 4
000°00Z uenq Jod sueiQ (esaqg ereyepuag) ereyepuag | +
000°00Z ue[nq Jad sueiQ (esag 1ney]) uejeIday] ueeUESH B[] e
000°0SZ uengq Jad 3ueiQ (esa swrejalxag) 103eUIPIOOY z
000°00¢ ue[nq Jad sueiQ (esa( e[eday]) eso(] uBBUBNLY UER[O[98Uld UBESEIN ) jueldawiad I
(@¥dird) vsaa
NVONVATH NVVIOTIDONIEd SINMAL NVVNVSIV'IEAd WNAIRMONOH | V
(S) 2] (€) () (1)
NVONVIALay | (dd) vavig NVNLVS NVLVEvl ON

INNIJONOH 'd




LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BENTUK DAN ISI DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA

A. FORMAT LEMBAR PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN
PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD OLEH SEKRETARIS DESA

LEMBAR PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN
PENYALURAN ADD
TAHAP ...0o0e TAHUN 2022

BERKAS KETER
NO. URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN TIDAK
ADA ATIA ANGAN

PERSYARATAN TAHAP 1

1. | Konsep surat permohonan penyaluran ADD tahap I
Tahun 2022 dari Kepala Desa kepada Bupati
melalui Camat

2. | Laporan realisasi keuangan dan keluaran (output)
ADD Tahun 2021 dilampiri dengan TUKD (Tata
Usaha Keuangan Desa) serta foto warna
dokumentasi progres realisasi fisik kegiatan

Laporan SiLPA ADD Tahun 2021

Surat Keputusan BPD bersama Kepala Desa
tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa
tentang APBDes Tahun Anggaran 2022 (dilengkapi
Berita Acara rapat dan daftar hadir rapat)

5. | Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa
berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa mengacu pada Peraturan Bupati
nomor 41 Tahun 2019

6. | RPJM Desa

7. | Kelengkapan Dokumen APBDes berupa print out

dari Aplikasi Siskeudes yang terdiri dari:

a. Perdes APBDes;

b. Perkades Penjabaran APBDes;

c. Penjabaran APBDes;

d. RKP Des;

e. Ringkasan APBDes per sumber dana khususnya
ADD Tahun 2022;

f. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

8. | Rencana Penggunaan Dana (RPD)




NO.

URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

BERKAS

TIDAK

ADA | aDA

KETER
ANGAN

Rencana Penggunaan Dana (RPD)

Foto copy Rekening Kas Desa dan print out
Rekening Koran terakhir

10.

Konsep Surat pernyataan kebenaran laporan SPJ
pengunaan ADD tahap sebelumnya (bermaterai Rp
10.000,-) dari Kepala Desa diketahui Camat

11.

Surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola
ADD Tahap I Tahun 2022 (bermaterai Rp10.000,-)
dari Kepala Desa diketahui Camat

PERSYARATAN TAHAP II

Konsep surat permohonan penyaluran ADD tahap
II Tahun Anggaran 2022 dari Kepala Desa kepada
Bupati melalui Camat

Laporan realisasi keuangan dan keluaran (output)
ADD tahap I Tahun Anggaran 2022 dilampiri
dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa) serta
foto warna dokumentasi progres realisasi fisik
kegiatan

Rencana Penggunaan Dana (RPD)

Foto copy Rekening Kas Desa dan print out
Rekening Koran terakhir

Konsep surat pernyataan kebenaran laporan SPJ
pengunaan ADD tahap I Tahun Anggaran 2022
(bermaterai Rp 10.000,-) dari Kepala Desa diketahui
Camat

Surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola
ADD Tahap II Tahun 2022 (bermaterai Rp 10.000,-)
dari Kepala Desa diketahui Camat

PERSYARATAN TAHAP III

Konsep surat permohonan penyaluran ADD tahap
II Tahun 2022 dari Kepala Desa kepada Bupati
melalai Camat

Laporan realisasi keuangan dan keluaran (output)
ADD tahap II Tahun 2022 dilampiri dengan TUKD
(Tata Usaha Keuangan Desa) serta foto warna
dokumentasi progres realisasi fisik kegiatan

e

Rencana Penggunaan Dana (RPD)

Foto copy Rekening Kas Desa dan print out
Rekening Koran terakhir

Kosep surat pernyataan kebenaran laporan SPJ
pengunaan ADD tahap II Tahun Anggaran 2022

(bermaterai Rp 10.000,-) dari Kepala Desa diketahui
Camat.

Konsep Surat pernyataan Kkesanggupan untuk




NO.

URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

BERKAS

ADA

TIDAK
ADA

KETER
ANGAN

mengelola ADD Tahap III Tahun 2022 (bermaterai
Rp 10.000,-) dari Kepala Desa diketahui Camat.

*) beri tanda centang (V) pada pilihan yang sesuai.

Telah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan

pengajuan penyaluran ADD

Telah di verifikasi oleh,
Sekretaris Desa

Disetujui oleh,
Kepala Desa

------------------------




B. FORMAT

LEMBAR PERNYATAAN VERIFIKASI

KELENGKAPAN DAN

KEABSAHAN DOKUMEN PERTANGUNGJAWABAN OLEH SEKRETARIS DESA

LEMBAR PERNYATAAN
VERIFIKASI DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD
TAHAP.... TAHUN

HASIL VERIFIKASI
BERKAS KEABSAHAN/VALI
NO. URAIAN DITAS
TIDAK TIDAK
LENGKAP LENGKAP SESUAI SESUAI
Buku Kas Umum v |
2. | Bukti pengeluaran (kuitansi
dilengkapi dokumen
pendukung seperti:nota, V \
faktur, tanda terima, surat
pesanan barang,dll)
3. | Bukti pembayaran pajak \ \
4. | Laporan Rekening Koran v v

Telah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
pertanggungjawaban (SPJ) ADD.

Telah di verifikasi oleh,
Sekretaris Desa

Disetujui oleh,
Kepala Desa



C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD DARI KEPALA
DESA KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

KECAMATAN ...cccvecerccrncranens
3 0 - . R —
Alamat foo.eiiiie e e
Desa...... s eeeeeeeeeiaaeen
Nomor
Lampiran
Perihal : Permohonan rekomendasi
penyaluran Alokasi Dana Desa
Tahap... Tahun Anggaran 2022
Kepada
Yth. Bupati Barito Selatan
Cq. Camat
di -
Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan

Nomor.....Tahun..... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun 2022, dengan ini
disampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun

2022 Tahap ....... (....%) Desa........... Kecamatan........ Kabupaten
Barito Selatan sebesar Rp............. S S T ) untuk
membiayai kegiatan yang tercantum dalam APBDes Tahun 2022
sebagai berikut:

1. Kegiatan.................... sebesar Rp.............. P )

2. Eegigtan.ooucaniaiss sebesar Rp............ {iioinsenmmsainivcans )

3. Dst

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan persyaratan
permohonan penyaluran ADD Tahap........ Tahun 2022 sebagai
berikut:

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan
dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Desa.........

(nama)



D. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN
PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD

BERITA ACARA
VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN
PENYALURAN ADD

TAHAP ....... TAHUN 2022
Pada hart M v tanggal ............c....l. Bl caaaasanas Tahun ........ .
bertempat di Kecamatan............. , telah dilaksanakan verifikasi terhadap
kelengkapan dokumen administrasi pengajuan penyaluran ADD Tahap.....Tahun
2022 Desa............. Kecamatan.......... Kabupaten Barito Selatan, dengan hasil
sebagai berikut:
BERKAS KETER
NO. URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN TIDAK
ADA ANGAN
ADA
PERSYARATAN TAHAP I

1. | Surat permohonan penyaluran ADD tahap I Tahun
2022 dari Kepala Desa kepada Bupati melalui
Camat

2. | Laporan realisasi keuangan dan keluaran (output)
ADD Tahun 2021 dilampiri dengan TUKD (Tata
Usaha Keuangan Desa) serta foto warna
dokumentasi progres realisasi fisik kegiatan

3. | Laporan SiLPA ADD Tahun 2021

4. | Surat Keputusan BPD bersama Kepala Desa
tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa
tentang APBDes Tahun Anggaran 2022 (dilengkapi
Berita Acara rapat dan daftar hadir rapat)

S. | Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa
berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa mengacu pada Peraturan Bupati
nomor 41 Tahun 2019

6. | RPUM Desa

7. | Kelengkapan Dokumen APBDes yang isinya terdiri

dari:

a. Print out Perdes APBDes;

b. Print out Perkades Penjabaran APBDes;

c. Print out penjabaran APBDes;

d. Print out RKP Des;

e. Print Out Ringkasan APBDes per sumber dana
khususnya ADD Tahun 2022;

f. print out RAB dari Aplikasi Siskeudes;

8. | Rencana Penggunaan Dana (RPD)

9. | Foto copy Rekening Kas Desa dan print out

Rekening Koran terakhir

10.| Surat pernyataan kebenaran laporan SPJ

pengunaan ADD tahap sebelumnya (bermaterai Rp

10.000,-) dari Kepala Desa diketahui Camat

11.| Surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola

ADD Tahap I Tahun 2022 (bermaterai Rp 10.000,-)

dari Kepala Desa diketahui Camat

PERSYARATAN TAHAP II

1. | Surat permohonan penyaluran ADD tahap II

Tahun Anggaran 2022 dari Kepala Desa kepada

Bupati melalui Camat




BERKAS

KETER
NO. URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN Da_| TIDAK | ANGAN

ADA

2. | Laporan realisasi keuangan dan keluaran (output)
ADD tahap I Tahun Anggaran 2022 dilampiri
dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa) serta
foto warna dokumentasi progres realisasi fisik
kegiatan

w

Rencana Penggunaan Dana (RPD)

#

Foto copy Rekening Kas Desa dan print out
Rekening Koran terakhir

5. | Surat pernyataan kebenaran laporan SPJ
pengunaan ADD tahap I Tahun Anggaran 2022
(bermaterai Rpl10.000,-) dari Kepala Desa
diketahui Camat

Surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola
ADD Tahap II Tahun 2022 (bermaterai Rp10.000,-)
dari Kepala Desa diketahui Camat

PERSYARATAN TAHAP 111

1. | Surat permohonan penyaluran ADD tahap III
Tahun 2022 dari Kepala Desa kepada Bupati
melalui Camat

2. | Laporan realisasi keuangan dan keluaran (output)
ADD tahap Il Tahun 2022 dilampiri dengan TUKD
(Tata Usaha Keuangan Desa) serta foto warna
dokumentasi progres realisasi fisik kegiatan

3. | Rencana Penggunaan Dana (RPD)

4. | Foto copy Rekening Kas Desa dan print out
Rekening Koran terakhir

5. | Surat pernyataan kebenaran laporan SPJ
pengunaan ADD tahap II Tahun Anggaran 2022
(bermaterai Rp 10.000,-) dari Kepala Desa
diketahui Camat.

6. | Surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola
ADD Tahap III Tahun 2022 (bermaterai Rp10.000,-
) dari Kepala Desa diketahui Camat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya,
Tim Pendamping merekomendasikan sebagai berikut:
A. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan
permohonan penyaluran*
B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa*
Catatan

*) Coret yang tidak sesuai



Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai bahan lebih lanjut.

Tim Verifikasi Kecamatan

Dibuat di
Pada tanggal

No. Nama Jabatan dalam Tim | Tanda Tangan
i — BepiaTin 3z | cecsvewensnmvnnnn
2 Anggota Tim | oo
S ruseco oo snsmiessn o S Anpoota Tt = | o
I ANppota TN @ | conensecsissiiiasiossses

Camat..............

Selaku Penanggungjawab Tim

NIP.

Nama




FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DOKUMEN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD

BERITA ACARA
VERIFIKASI DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD
TAHAP.... TAHUN .........

Pada hari ini ........... SRR s aneonssommmnssn [ 805 A———— TANEIY e , telah
dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
pertanggungjawaban penggunaan ADD
Tahap........ Tahun........ Desa........ Kecamatan.......... Kabupaten Barito Selatan,

dengan hasil sebagai berikut:

HASIL VERIFIKASI
BERKAS KEABSAHAN/VALI
NO URAIAN DITAS
LENGK | TIDAK TIDAK

AP | LENGKap | SESUAL | sESUAI

1. | Buku Kas Umum v vV

2. | Bukti pengeluaran (kuitansi
dilengkapi dokumen
pendukung seperti:nota, v )
faktur, tanda terima, surat
pesanan barang,dll)

3. | Bukti pembayaran pajak v \

Laporan Rekening Koran v |

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan
dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap....Tahun......... , Tim
Pendamping merekomendasikan sebagai berikut:

A. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan
permohonan penyaluran®
B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa*

Catatan

*) Coret yang tidak sesuai

Demikian Berita Acara Verifikasi dibuat sebagai bahan proses selanjutnya



Dibuat di
Pada tanggal

Tim Verifikasi Kecamatan

—— Jabatap dalam Tanda Tangan
No. Tim
: PR S - Kela Tl = b cciciiminscineiun
R e T e Angeota Tl | i
R L Anppota T, |
R N T e Anggota TIN | wisssssissisesses
Camiat o

Selaku Penanggungjawab Tim

Nama
NIP.



F. FORMAT LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP
PELAKSANAAN KEGIATAN ADD

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

KECAMATAN
- 8 AIAMAL e
===t s S e eSS et )
Kepada
Nomor ] ersAR R R Yth. Kepala Desa............
Lampiran : 1 (satu) berkas di-
Perihal :  Laporan hasil monitoring dan TEMPAT
evaluasi ADD  Tahap.....
Tahun...... B .
Berdasarkan surat tugas Camat.............. NOmOoTr......... tanggal......
untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
ADD Tahap....... 121 3,2 o SN , telah dilaksanakan kegiatan monitoring
dan evaluasi dengan catatan sebagai berikut:
| (OO ——
B
3. Dst

Berkenaan dengan catatan tersebut diatas diminta kepada
Kepala Desa dan TPK Desa untuk melakukan langkah - langkah
perbaikan sebagai berikut:

Agar desa dapat menindaklanjuti dalam waktu 1(satu) minggu
setelah diterimanya laporan hasil monitoring dan evaluasi ini.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab.

Tim monitoring dan evaluasi kecamatan
No. Nama Jabatan Dalam Tim Tanda Tangan
. (S Ketua Tim = | oiiieiiiiicnaineanans
B L e R ABgEola’Tim @ Vasisaaianoeavs
T T ————— Anggota T == = | ..cssesssersssisss
. T T — Anpenta Ty = = 1 csemssassesenas
S T T Anggota Tim = | .
CAMEE. o cniiins

Selaku Penanggungjawab Tim

Nama
NIP.



CONTOH KERTAS KERJA HASIL MONITORING DAN EVALUASI

I. Kegiatan yang dimonitoring.

o Hasil
Rencana Realisasi Monitoring
No. | Uraian Kegiatan (volume (Volume (sesuai/tdk
kegiatan) kegiatan) sesuai)

*) bisa dibuat dalam bentuk narasi /uraian penjelasan

II. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan (bisa dibuat dalam
bentuk tabel)

dan TPK

dan TPK

Catatan : Contoh ini dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan
karakteristik permalalahan yang dihadapi.



G. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN PENYALURAN
DAN PERSYARATANNYA

Nomor
Lampiran

Perihal

1 (satu) berkas di-
: Pengembalian Permohonan TEMPAT
Penyaluran ADD Tahap .....
Tahun....
Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor.....Tahun....... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun 2022 dan Berita Acara
Tim Pendamping Kecamatan terhadap Permohonan penyaluran ADD

Tahun Anggaran 2022 tanggal.......... dengan ini disampaikan bahwa
berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan penyaluran ADD
Tahap....... beserta persyaratannya belum lengkap dengan rincian
sebagai berikut:

T sosvumvainsiveris i GRS

DE, ot s o 5 O s A

DB e R B SRR R A N

4. Dst

Untuk itu diminta kepada Saudara untuk melengkapi
kekurangan permohonan penyaluran beserta persyaratannya dan
disampaikan kembali kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari sejak
diterimanya surat ini.

Demikian hal ini disampaikan untuk bahan lebih lanjut.



H. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGELOLA ADD

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
Jabatan vEepala DESH s smvimisvissmmsis
Alamat 0 115 T 13 W Kecamatan........... Kabupaten Barito

Selatan.

Dengan ini menyatakan sanggup untuk mengelola Alokasi Dana Desa
(ADD) Tahap.....Tahun Anggaran......... sebesar Rp........... Rcm s e ansslin ) yang
dialokasikan untuk Desa.......... Kecamatan.......... dengan baik dan benar, serta
akan mempertanggungjawabkan dana tersebut sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

.................... , tanggal /bulan/tahun
Mengetahui, KEPALA DESA...........
CAMAT ..o ]
Materai
Rp. 10.000,-
(Nama) (Nama)
Pangkat/Gol

NIP.



I. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

KECAMATAN....cccceoversnenee
DESA ..ccisionves
Jalan ......... Nomor ..... Telp coeeenenn....

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama P ey ot Y
Jabatan : Kepala Desa ...... Kecamatan.....Kabupaten Barito Selatan

Alamat Bl grmd s s

Dengan ini menyatakan bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi
Dana Desa (ADD) Tahap ...... Tahun ..o L - Kecamatan ..........
beserta bukti-bukti pendukung yang disampaikan telah dilaksanakan 100%
(seratus persen) dan sesuai dengan fakta dilapangan. Bukti-bukti pendukung
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang terdiri dari: (kwitansi, Surat Pesanan
Barang, Berita Acara Penyerahan Barang, Nota Pembelian dll) akan saya simpan

dengan baik dan menjadi tanggungjawab saya secara hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh

kesadaran untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.................... , tanggal/bulan/tahun
Mengetahui, KEPALA DESA...........
EEAMET cvivasaniss :
Materai
Rp. 10.000,-
(Nama) (Nama)
Pangkat/Gol

NIP.



J. FORMAT REKOMENDASI CAMAT PENYALURAN ADD PERTAHAPAN

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

TENTANG .
PENYALURAN ADD TAHAP ...... TAHLUN 2022 UNTLUIS DESA, . conmeremcssnrsmmmmses
KECAMATAN ...ccvvvvnviinenanns

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor .... Tahun ...... tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun
Anggaran 2022, pada prinsipnya kami menyetujui/tidak keberatan bahwa ADD
Tahap ...... Tahun Anggaran 2022 untuk Desa .............. Kecamatan
............. sebesar Rp. ..........oelceeeeniennnnnenn....) dapat disalurkan melalui Rekening

Kas Desa dengan rincian sebagai berikut :

No. Sumber Dana Jumlatg;t;:lanja Keterangan

JUMLAH Rp.

Demikian untuk menjadi bahan proses selanjutnya dan terima kasih.
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M. FORMAT LAPORAN SILPA ADD TAHUN 2021.

LAPORAN SILPA ADD TAHUN 2021

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa ................... Kecamatan

...................... Kabupaten Barito Selatan menyatakan bahwa bertanggung
jawab penuh atas kebenaran Laporan Sisa Alokasi Dana Desa Tahun 2021
sebagai berikut:

Penyaluran dari Sisa ADD yang
Tabun RKUD Penyerapat ADD | isstor ke REUD
(1) (2) (3) 4) =(2-3)
ADD TA.2021
R cvevenen, RD eoveevnnn, RD.vecvvrernnn
ADD TAHUN
2020 BELUM | 33's 743 R R——— o
SALUR

Bukti-bukti pendukung pencatatan Alokasi Dana Desa telah disimpan sesuai

ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Data-data pada tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan dalam aplikasi
SISKEUDES. Sisa Dana ADD sebesar Rp................ disetorkan ke Rekening Kas
Desa paling lambat tanggal 31 Januari 2022.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

........... y-+--0.0...(fempat & tanggal)

Kepala Desa,



N. FORMAT PENGAJUAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN

N.

TUNJANGAN BPD

1. Surat Pengantar Pengajuan Permohonan Siltap Pemerintah Desa dan

Tunjangan BPD

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Permohonan Pengajuan
Penghasilan Tetap,
Tunjangan BPD dan BPJS

AEEIRRE & it s i o e e v i
e —
................. APPSR, . |
Kepada
Yth. Bupati Barito Selatan
Cq. DSPMD
Kabupaten Barito Selatan
di -
Buntok
SURAT PENGANTAR
NOMOL © .....comvermmpasrmmmerenssnsnsnmendssss
NO URAIAN BANYAKNYA KETERANGAN
1. | Disampaikan Berkas 1 Dokumen

Disampaikan dengan hormat
sebagai permohonan.

Atas perhatiannya
disampaikan terima kasih.




N.2. Permohonan Pengajuan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa, BPD dan
BPJS.

Nomor
Lampiran
Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DEBR svissnsssusiniiois

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Camat

.............................

1 (satu) berkas

: Permohonan Pengajuan di

Penghasilan Tetap Pemerintah

Desa, Tunjangan BPD dan
BPJS TEMPAT

Bersama ini disampaikan dengan hormat, Surat Pengajuan
Penghasilan Tetap Pemerintah Desa, Tunjangan BPD dan BPJS
- DR s Kecamatan ................... Tahun

Denagn Rincian :

1. Siltap Kepala Desa dan Perangkat 5 BB s cmisia R
2. Tunjangan BPD CRP. e,
3. BPJS CRP. e,

Total 2 RP: saisicsisinnnnocin =

Demukian disampaikan untuk bahan selanjutnya, terima kasih.

KEPALA DESA...........

(Nama)



N.3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN ............... R T

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

..........................

Jabatan : Kepala Desa ...... Kecamatan.....Kabupaten Barito Selatan
Alamat S,

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar pengajuan penghasilan tetap Kepala
Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan BPJS telah dihitung dengan benar
dan berdasarkan dengan penilaian yang objektif atas pelaksanaan tugas
Pemerintah Desa.

2. Total permintaan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan
BPD dén BPJS Ub. v Tahun ............

Dengan rekakapitulasi sebagai berikut :

a. Jumlah SILTAP Kades, Perangkat dan Tunjangan BPD : Rp. ..................

b. Potongan BPJS Kades dan Perangkat Desa S BRD ssisns sesihasn
JUMLAH S s
(Terbilang : .......ccoeeeiiuieiiiiiireiereeeseseiineiiinninss )

3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/Kelebihan atau pembayaran
Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD, kami
bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke KAs Desa

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh

kesadaran untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

IF ¢ 53 =2 20—
Pada Tanggal
Mengetahui,
CAMAT ..o, KEPALA DESA...........
Materai
(Nama) Rp. 10.000,-
Pangkat/Gol (Nama)

NIP.
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